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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kampung Serangan, 

Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat hubungan hukum dalam hak menumpang (Ngindung) yang 

terjadi di Kampung Serangan RW.01 yang terdiri dari RT.01-RT.05, 

Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, 

Daerah Istimewa Yogyakarta antara subyek pemegang hak milik atas 

tanah atau pemilik tanah yang memberikan izin kepada subyek 

pemegang hak menumpang (Ngindung) yaitu masyarakat pengindung 

berdasarkan hukum adat yakni asas tolong menolong. Hubungan 

hukum ini dibuat tanpa perjanjian tertulis dan tanpa disertai 

pembayaran uang sewa. Dalam hubungan hukum tersebut timbul hak 

serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak di 

mana pihak pemegang hak milik atas tanah atau pemilik tanah 

memiliki hak untuk menggunakan tanahnya sesuai waktu yang 

dikehendakinya karena dalam pemberian hak menumpang (Ngindung) 

tersebut tidak terdapat jangka waktu tertentu dan kewajibannya untuk 

memberikan uang tukon tali berupa ongkos atau biaya untuk 

pengindung pindah dari tanah tersebut sedangkan untuk subyek 
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pemegang hak menumpang (Ngindung) memiliki hak untuk menerima 

uang tukon tali yang diberikan oleh pemilik tanah apabila pemilik 

tanah hendak menggunakan tanahnya kembali dan kewajiban untuk 

membantu pemilik tanah dalam merawat tanahnya, tidak mengalihkan 

hak menumpang (Ngindung) kepada ahli warisnya tanpa perjanjian 

penganyar-anyar dan tidak mendirikan bangunan permanen.  

2. Upaya yang dilakukan oleh subyek pemegang hak milik atas tanah 

atau pemilik tanah ketika hendak menggunakan tanahnya apabila 

pengindung meminta tukon tali dengan nominal yang besar yaitu 

dengan pendekatan mediasi bersama aparatur desa  RW.01 dan ketua 

RT.01, RT.02, RT.03, RT.04 dan RT.05 serta masyarakat pengindung  

Kampung Serangan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mediasi 

disepakati bahwa masyarakat pengindung berkenan untuk dipindah 

disertai dengan pemberian uang tukon tali dan ganti rugi yang 

nominalnya berdasarkan pertimbangan kepantasan bagi kepentingan 

pengindung. 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian yang 

dilaksanakan di Kampung Serangan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 

Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : 

1. Bagi Pemerintah sebaiknya mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan 

tentang hak atas tanah yang sifatnya sementara yang salah satunya 
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adalah hak menumpang. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria menyebutkan jika hak atas tanah yang sifatnya 

sementara akan dihapuskan dalam waktu yang singkat karena 

bertentangan dengan jiwa UUPA. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya mengatur 

lebih lanjut mengenai ketentuan tentang hak menumpang atau hak 

ngindung di atas tanah dengan hak milik atas tanah perseorangan. 

3. Bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah subyek pemegang hak 

milik atas tanah atau pemilik tanah yang memberikan izin untuk 

membangun dan tinggal di atas tanah miliknya kepada subyek 

pemegang hak menumpang (Ngindung) sebaiknya membuat perjanjian 

dalam bentuk tertulis sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan 

memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. 
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